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         Penelitian ini didasarkan pada sebuah putusan hakim Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. Pengajuan perkara 

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dilandasi dengan alasan Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan 

dengan UUD 1945, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap anak 

perempuan. Selain itu terhadap bunyi amar putusan juga terdapat beberapa 

permasalahan mengenai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang 

ditemukan dalam putusan tersebut, berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk 

menganalisis putusan ini 

          Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan kasus (case approach), yaitu mengkaji terhadap kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus 

adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan sampai 

kepada suatu putusan. 

         Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. yaitu, pengajuan permohonan 

pengujian Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

dengan alasan bahwa terdapat ketidaksetaraan antara bunyi pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki 

dan perempuan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semata 

didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi. 

Ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan 

diskriminasi yang diakui dalam konstitusi negara Indonesia. Mengenai amar 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim  Mahkamah Konstitusi juga belum 

mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak khususnya 

bagi anak perempuan. 

 


